BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam
mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di
daerahnya berupa pengurangan, keringanan dan
pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok
retribusi dan /atau sanksinya.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah dan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam
melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang diakibatkan adanya
penyesuaian tarif PBB.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 05587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indononesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Sert 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun
2015);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2023.

BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
Penyeienggara Pemerintahan Daerah yang memlmpin Pemerintahan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otorniom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
terhutang kepada Wajib Pajak.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem pengelolaan pajak daerah
yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah.

0. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap
daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa denda
yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan
pembayaran pajak.

BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Bupati menetapkan penghapusan sanksi administrasi atas PBB-P2 masa
pajak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 dengan nilai penghapusan
sebesar 100% (seratus persen).

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) diberikan kepada
wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu terhitung
sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi administrasi tetap
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan pelundang-undangan.

BAB Il
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
(1), dilakukan secara otomatis melalui Sistem Informasi Pajk Daerah yang
terdapat pada Badan Keuangan Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Maret 2023
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Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.
RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 21



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal? Maret 2023
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Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Tti.
RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 2!



